library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Penanaman modal asing sebenarnya sudah dikenal di Indonesia sejak

tahun 1870, yitu sejakepenjajahar=Beland a, Pada waktu itu pemerintah

Tahun 1958 tentang
Indonesia.

Bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 itu, beserta
dengan sejumlah kebijakan lainnya, menunjukkan bahwa tindakan
nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno sesungguhnya
dilakukan dengan sistematis. Paling tidak itu bisa kita lihat dari serangkaian
produk hukum yang mereka terbitkan, yang bersifat sinkron satu sama yang
lain. Kita tahu, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dilakukan sejak
1956. Pada mulanya payung hukum dari tindakan nasionalisasi itu adalah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan
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Indonesia-Nederland berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB).
Sebenarnya pembatalan KMB secara parsial telah terjadi sejak 1954, dalam
bentuk pembubaranUni-Indonesia-Belanda yang keberadaannya dianggap

merugikan Indonesia sebagai negara berdaulat®

Bahwa tanggal 6 Desember 1957, Kantor KPM (Koninlijke Paketvaart

Bankwet dari tahun 1922 dicabut dan dengan itu didirikan suatu bank sentra
yang bernama Bank Indonesia yang menggantikan DeJavasche Bank N. V.
Bank Indonesia, Sistem Perbankan Indonesia. *

Dalam perkembangannya dan dengan segala dinamikanya, penanaman

modal asing tetap ada dan tidak dapat dihilangkan sama sekali.

Tarli Nugroho, “Politik Nasionalisasi dan Ekonomi Berdikari”, terdapt dalam http://www.
berdikarionline.  com/politik-nasionalisasi-dan-ekonomi-berdikari/#ixzz45a3R3u7H,  diakses
tanggal 12 April 2016, Pukul 10. 40 WIB.

’Rudi Hartono, Kronik Nasionalisasi Perusahaan Asing Tahun 1957, terdapat dalamhttp://www.
berdikari. com/kronik-nasionalisasi-perusahaan-asing-tahun-1957/#xzz45a3fMI. 7M, diakses
tanggal 12 April 2016, Pukul 10. 50 WIB.

3Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di
Indonesia, him. 187.



http://www.berdikarionline.com/politik-nasionalisasi-dan-ekonomi-berdikari/#ixzz45a3R3u
http://www.berdikarionline.com/politik-nasionalisasi-dan-ekonomi-berdikari/#ixzz45a3R3u
http://www.berdikari.com/kronik-nasionalisasi-perusahaan-asing-tahun-1957/#xzz45a3fMI.7M
http://www.berdikari.com/kronik-nasionalisasi-perusahaan-asing-tahun-1957/#xzz45a3fMI.7M
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Setelah kemerdekaan nasional keberadaan penanaman modal asing di
Indonesia juga tetap belangsung dengan berbagai dinamikanya, sejak awal
kemerdekaan (1945-1949), masa orde baru (1967-1998), dan masa reformasi
sampai dengan sekarang (sejak 1998). Penanaman modal asing di Indonesia

menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan (inevitabel), bahkan

mempunyai peran ya

pelaksanaan pem inidisebabkan pembangunan

nasional Indonesi en angatibesar untuk itu dapat
g

berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Menurut lembaga pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya pembangunan
infrstruktur sampai tahun 2019 mencapai Rp. 5. 519,4 triliun. 40,1 % (Rp. 2.
215,6 triliun) dari biaya tersebut diperoleh dari anggaran pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Meskipun masih belum dapat menutup anggaran
yang diperlukan, peran penanaman modal atau investasi dari sektor swasta

sangat diharapkan untuk bisa berkontribusi dalam pendanaan proyek-proyek

*David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, him. 2.
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pembangunan infrastruktur. Pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk
melakukan pelayanan kepada investor. °

Penanaman modal asing, dalam tulisan ini adalah penanaman modal
asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) bukan investasi asing

jangka pendek atau investasi portofolio. Apakah Foreign Direct Investment itu

ang diuraikan di atas, bahwa

(FDI) adalah :

1. Sifatnya permanen/jangka panjang;
2. Memberi andil dalam alih teknologi;
3. Memberi andil dalam alih ketrampilan; dan
4. Membuka lapangan kerja baru.
Untuk dapat melihat perbedaan antara Investasi langsung dan tidak

Langsung dapat dibuatkan tabel 1. 1 sebagai berikut:®

SArtikel Investasi, http://www. bkpm. go. id, diunduh tanggal 10 September 2017.
®Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta, him. 24



http://www.bkpm.go.id/

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
5

Tabel 1. 1
Perbedaan Investasi Langsung dan Tidak langsung

NO INVESTASI LANGSUNG INESTASI TIDAK LANGSUNG

1. Mendirikan perusahaan Tidak mendirikan Perusahaan

2. | Transfer asset dari satu Negara | Perpindahan uang dengan tujuan
ke Negara lain membeli saham

3. Perusahaan dikendalikan oleh Tidak ada pemisahan pemilik
pemilik saham dengan manajemen

4. Investasi tidak dapat ditari Investasi setiap saat dapat

dipindahkan
erlu hadir secara fisik

ke i

bidang pasar modal, jumlah tenaga
yang dibutuhkan untuk itu sangat kecil. >’

Foreign Direct Investment (FDI) dinyatakan sebagai kunci utama
Presiden Joko Widodo untuk meraih pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh
persen pada akhir masa kepresidenannya, tahun 2019. Sebagai salah satu
komponen kuat yang mampu mengembangkan GDP (Gross Domestic

Product) Negara. ®

"H. Salim HS. Dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2014, him 38-39.
®http://www. kompasiana. com/kanopi_feui,diunduh tanggal 9 September 2017.
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Pada tahun 2015, menurut data dari BKPM (Indonesian Investment
Coordinating Board) FDI, meningkat sebesar 14 % menjadi IDR 82 trilliun
dalam periode bulan Januari hingga Maret, dan meningkat sebesar 18,2 %
menjadi IDR 92,2 trilliun dalam periode bulan April hingga Juni, peningkatan

yang bergerak selangkah demi selangkah ini membuat FDI berkontribusi

Juli, total investasi

pada tahun 2017

#gSebelumnya. Angka ini baru 22,6
persendari target pada 2017 sebesar Rp. 429 trilliun. Sementara penanaman
modal modal dalam negeri (PMDN) dalam tiga bulan pertama 2017 melonjak
36,5 persen mencapai 68,8 trilliun dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Jumlah ini sebesar 27,5 persen dari target tahun ini, yakni 249,8 trilliun. »*°
Pada kuartal Il 2018, investasi asing kembali anjlok. Di tengah
kecemasan terhadap krisis ekonomi di turki yang dapat mengganggu stabilitas

makro Indonesia. Sebuah kabar buruk datang dari Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM). FDI yang masuk ke Indonesia mulai surut selama

*Ibid. , diunduh tanggal 9 September 2017.
1Ohttp://databoks. katadata. co. id//datapublish/2017/04/27/triwulan i -2017, Diunduh tanggal 9
September 2017.
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kuartal 11 2018, padahal realisasi investasi secara keseluruhan meningkat.
Penurunan FDI tercermin kepada kemerosotan realisasi penanaman modal
asing (PMA) menjadi 95, 7, turun 12,9 % dari 109,9 triliun pada periode yang
sama tahun 2017. Penurunan realisasi PMA ini adalah yang pertama Kali

terjadi sejak 2013. ™
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tidak tercapai. Berdasarkanjanji kamanye Jokowi, akan menempatkan
ekonomi pada posisi 7 persen, namun tim ekonominya hanya dapat
mendongkrak pertumbuhan disekitar 5 persen selama 3 tahun, bahkan sempat
terpuruk di bawah 5 persen pada tahun 2014.

Seperti dikatakan Endy M Bayuni, TheJakartaPost :

“The former Jakarta Governor came into office promising deliver

annual economic growth of 7 percent by way of his massive

infrasturtur program that would facilitate economic development,
create jobs and raise people’s income. He has followed his own scrift,

" Jnvestor Daily, Rabu, 15 Agustus 2018. http: //id. beritasatu. com/tajuk/perlambatan fdi/17921.
diunduh, 22 Oktober 2018; 11; 10 WIB.

https:/ftradingeconomics. com/indonesia/foreign-direct-investment. Diunduh, 23 oktober 2018;
08. 45 WIB.
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bu alas, he never attained the target as Indonesia is also impacted by

the global economic slow down “**

Tentu saja, Jokowi tidak menyangka bahwa keadaan ekonomi global
akan mengalami penurunan akibat perang dagang yang dimulai oleh Amerika
Serikat.

Seperti terlitWMhiﬁNﬁR14

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010 - 2017 (dalam persen)

6.81
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Sumber: BPS

-

Ada banyak alasan dan asumsi yang dijadikan pembelaan oleh pejabat
pemerintah, jika ada data yang kurang berkenan seperti ini, diantaranya situasi
global yang tidak mendukung dan penuh ketidak pastian membuat banyak
investor masih wait and see. Selain itu, masih banyak peraturan yang tidak
harmonis, terutama yang berkaitan dengan judul disertasi ini, politik hukum
pertanahan yang belum mendukung tumbuhnya iklim Investasi di Indonesia,

yaitu inkonsistensi kebijakan pertanahan sesuai arah kebijakan yang berkuasa

¥ Endy M. Bayuni, TheJakartaPost, Four Years Under Jokowi: Half Full-Half Empty ?. Monday
October 22,2018

1 https://ekonomi. kompas. com/read/2018/02/05/113820026/ekonomi-indonesia-2017-tumbuh-
507-persen-tertinggi-sejak-tahun-2014
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pada saat itu, sehingga menimbulkan disharmonisasi, tumpang tindih peraturan
yang mengatur tentang pertanahan dan peraturn tentang penanaman modal
yang berkaitan dengan pemberian hak —hak atas tanah.

Dari laporan realisasi penanaman modal dalam negeri-Penanaman

modal asing Triwulan Il dari Januari — September 2016 terdapat 114 negara

h.proyek sebanyak 16. 752 proyek

Foreign Direct Investment ini juga berkaitan erat dengan sistem politik
hukum pertanahan kita yang harus memberikan kesempatan dan kenyamanan
bagi para investor tetapi juga tidak mengorbankan kepentingan masyarakat
Indonesia yang membutuhkan kesejahteraan sesuai dengan Pasal 33 UUD 45
yang mengatakan :

“Bumi air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya
dikuasaiOleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “

Bhtp://ilmupengetahuanumum. com, Diunduh tanggal 9 September 2017.
www. bkpm. co. id. dirilis tanggal 26 Juli 2017, diunduh tanggal 9 September 2017.
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Sebagai bahan perbandingan, peneliti mengemukakan dua Negara yang
dianggap berhasil dalam menarik investasi asing.

Pertama, Cina, yaitu sejak tahun 1980, Cina berhasil mengurangi
tingkat kemiskinan sebesar 75 % di Negara berkembang, termasuk lebih dari

400 juta rakyat Cina itu sendiri. Dalam kurun waktu seperempat abad, jumlah

sangat miskin yang tinggaldisdaerah*pede ina juga menurun dari 250 juta

sekitar US $ 50 miliar setiap tahunnya bagi Cina atau sekitar sepuluh kali lipat
yang diterima oleh India. *°

Cina didaulat sebagai Negara pertama dari sepuluh Negara, seperti
India, Amerika, Indonesia, Jepang, Brasil, Mexico, Jerman, Inggris dan
Thailand yang didaulat sebagai tujuan investasi terbaik sejagad oleh konsultan

international, AT Kearney dan Lembaga PBB, UNCTAD?.

paul Wolfitz dalam Pan Mohamad Faiz, Cindonesia : Cina, India dan Indonesia (bagian 1), him.
6 Posted on April 2008, https://panmohamadfaiz. com, diunduh tanggal 8 Oktober 2017

8K eneth Lieberthal dalam Ibid.

“lbid. , him. 6

“http://www. dw. com, diunduh tanggal 8 Oktober 2017
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Kedua, India, dalam pertumbuhan ekonomi di India, FDI mempunyai
peran yang sangat penting,

“Foreign Direct Investment plays an important role in the economic
development of the country. It helps in transferring of financial
resources, technology and innovative and improved and
managementtechniques along with raising productivity. An Indian
company mayreceive Foreign Direct Investment either through
automatic route of government route. »%

memainkan peranan yang

a%wl%uar negs !
eko om% ara.
P

menin@kan teknologi dan inovatif

ltu membantu dalam

oduktivitas. India

alui rute-rute otomatis

pertumbuhannya sebagai befi

“In the overall, Inflow of FDI have increased substantially compared
to The earlier regime in which the scope for FDI was quite restricted.
As a result, the stock of FDI in India jumped from $ 1. 66 bn at the end
of 1990, to 17. 5 bn by the end of 2000 and further to a little a bove $
164 bn by the end of 2009. The addition during 2004 and 2008 is quite
spectacular as the stock increased by nearly $ 125 bn. There were
hints that private equity might have been a major contributing factor to
the enhanced inflows. Presently India is contributing about 17 % of
world total population but the share of GDP is 2 %. India has been
ranked at the second place in global foreign direct investments in
2010. According to Ernst and young’s 2010 European Attractiveness
Survey, India is ranked as the fourth most attractive foreign direct
investmen destination in 2010. 22

2! Shalini Aggarwal, Ankush Singla, Rita Aggarwal, Foreign Direct Investment ini India, 1JCM
International Journal of Computational Engineering &Management, Vol. 15, Septemeber 2012,
ISSN (online) 2230-7893

?1bid. , him 94. Diunduh tanggal 8 september 2017
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Artinya, secara keseluruhan, masuknya FDI telah meningkatkan secara
substansial disbanding rezim sebelumnya, dimana ruang lingkup FDI sangat
terbatas. Sebagai hasil stok FDI melonjak dari 1. 66 miliar dolar pada akhir
1990 menjadi 17. 5 miliar pada akhir tahun 2000 dan lanjut kearah 164 miliar

pada akhir tahun 2009. Penambahan yang spektakuler selama 2004 dan 2008,

piliar dolar. Ada petunjuk bahwa

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
China. Tak salah kemudian India membidik target Pertumbuhan 9 % ke
depannya. %

India didaulat sebagai ranking ketiga dari sepuluh negara oleh A. T.
Kearney dan lembaga PBB, UNCTAD sebagai tujuan investasi terbaik
sejagad. %

Lahirnya Undang-Undang Penanaman Nomor 25Tahun 2007 memberi

harapan untuk meningkatnya penanaman modal asing di Indonesia, walaupun

Zhttp://finance. detik. com, Diunduh Tanggal 8 September 2017
**http://www. dw. com, Diunduh tanggal 8 September 2017
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untuk itu perlu dilihat dalam implementasinya dilapangan karena sering kali
aturan-aturan yang berada dibawahnya tidak selaras atau diharmonis dengan
Undang-Undang Penanaman Modal selain itu mental koruptif dari para pejabat
kita baik di pusat maupun di daerah sering menjadi kendala serius dalam

pelaksanaan penanaman modal asing langsung di negeri ini.

suatu kemajuan besar dalam umﬁlama ink,_menyederhanakan proses

intung pada ba gana implementasinya di

lapangan. “©leh kgsltu plOen asinya, h di

khususnya d daera%arenal C

adalah esi - i "Sgalam membuat konsep atau
mempormulasikan statu ' edikit dari UU yang ada hngga saat
ini di bidang ekonomi ®
Persoalannya juga klasik : (1) ada orang-orang pemerintah, di pusat maupun di
daerah, khususnya di bidang-bidang yang “basah” merasa dirugikan dengan
suatu UU, sehingga mereka akan dengan segala cara  menghalangi
pelaksanaan UU tersebut dan (2) alasan gaji yang rendah, banyak pegawai
negeri yang ditugaskan melaksanakan UU tersebut di lapangan dengan mudah
disogok oleh pihak yang merasa dirugikan oleh UU tersebut sehingga akhirnya

UU tersebut tidak berlaku efektif di lapangan. »%

®Tulus Tambunan, Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing, Seminar Bank
Indonesia, Rabu 19 Desember 2007.
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Kemudian dengan diterbitkannya UU No. 32 Th 2004 (sekarang telah
diganti dengan UU No. 23 Th 2014), Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur
dan ataupun Bupati/walikota diberi otoritas untuk mengelola daerahnya secara
otonom.

Dilihat dari sudut pandang ini, pemerintah daerah berpeluang besar

h. Disisi lain bagi investor sendiri

investor? Dalam sudut pandang investor cukup sederhana, jika tidak
mendatangkan keuntungan buat apa melakukan investasi. Dalam suasana
seperti ini, acap kali bisa terjadi dilematis. Disebut demikian, jika aturan yang
dikeluarkan dianggap terlalu pro kepada pebisnis, masyarakat menganggap
pemerintah tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan lingkungan. Di sisi
lain, jika tidak memperhatikan kepentingan pelaku usaha, pelaku usaha, pelaku
usaha enggan menanamkan modalnya. Adanya tarik menarik keuntungan

dalam hal ini sulit dihindari. 2

%Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 115.
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Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi penanaman modal di
daerah melalui sistem satu atap, karakter pelayanan tidak jauh dari gambaran
pelayanan birokrasi yang tidak efektif dan efisien.

Pertama, pada umumnya daerah kurang perhatian terhadap standar

waktu dan biaya untuk proses pelayanan administrasi penanaman modal di

daerah. Sebagai akib gmeiperlukan bagi calon bagi calon

modal di daerah

okasi, Instansi yang

daerah yang menangani bidang penanaman modal, tetapi kewenangan instansi
tersebut tidak memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam
perizinan penanaman modal. Hal in karena kewenangan pelayanan perizinan
masih dimiliki oleh masing-masing instansi yang secara tradisional
menerbitkan izin lokasi, IMB dan izin UUG/HO. »’

Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, “Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu

pelayanan modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal,

%7 Asropi, dalam Ibid. , him. 123.
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dan informasi penanaman modal. ~ Penjabaran lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 13 Maret
2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Prizinan
terpadu di daerah. %

Kemudian dilanjutkan dan dicanamgkan pada era Presiden Susilo

erupakan peraturan

L/ P
pelaksanaan dari @g-Un ang Penanaman ﬁ al Nemor 25Tahun 2007,

pelayanan rpadugmpin ' (Pé’) pusat at nestop service di kantor

Business 2019. Peringkat ini turun tipis dari sebelumnya di peringkat ke-72

pada proyeksi 2018. Proyeksi Bank Dunia ini ibarat jauh panggang dari api
karena Jokowi menargetkan peringkat kemudahan berbisnis pada 2019 sudah
mencapai peringkat ke-40 .

Menurut Laporan Bank dunia, untuk menentukan ranking EDB
ditentukan kriteria sebagai berikut : Starting a business, Dealing with

construction permits, getting electricity, registering property, getting credit,

*Ipid. , him, 123.
2 Annisa Rahmawati,http://www. kompasiana. com, diunduh tanggal 15 September 2017.
%Ohttp://tirto. id, diunduh tanggal 27 Desember 2018.
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protecting minority investors, paying taxes, trading a cross borders, enforcing
conracts, resolving insolvency and labor market regulation. *

Khusus mengenai Registering Property, untuk hal ini yang akan dinilai
adalah prosedur, waktu dan biaya dari peralihan hak dan kualitas sistem

administrasi yang dilakukan.

Saat ini untuk

mengeluarkan Peraturan Ke 8 Tahun 2018 tentang
~ ;

Pelayanan Peralihan na Bang ilayah tertentu, yatui

Surabaya.” eratur&-berla ’ s pendaftaran HGB yang

dialihkan kepada b% humu

Pengecekan dikerjakan 1 hari kerja, peralihak hak 2 hari kerja,
pembayaran BPHTB dan PPH 2 hari kerja. Pemohonon tidak pelu melakukan
pendaftaran PBB baru ke kantor Dispenda karena pelayanan ini tidak disatkan
dalam prosedur pembayaran BPHTB yang juga berkaitan dengan Dispenda.

Dalam prakteknya, di lapangan kita menemukan hambatan, yaitu harus
adanya penelitian pembayaran BPHTB dan PPH yang sering memakan waktu

3 hari sam 7 hari. Sehingga total selesainya peralihak hak bisa memakan waktu

3t A world Bank Group Flagship Report, Doing Business 2019 training for reform economy
profie Indonesia, comparing Business Regulation for Domesic Firms in 190 Economiies.
hhtp;//www. wordldbank. org. dunduh tanggal 25 Desember. 2018; 14. 00 WIB.
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dua minggu sampai tiga minggu. Juga masih kita temukan juga pungutan-

pungutan liar yang membuat cost nya menjadi mahal.

Reformasi birokrasi masih harus terus di dilakukan, bahkan menurut

EODB dari Bank Dunia perlunya pelatihan-pelatihan bagi pegawai negeri

yang membidangi Registracy Property tersebut dan sosialisasi tentang aturan

dan prosedur pendftaran.h

land reg
traini
enterpreneu
can

prog
improve th

berikut®®

eSS campaigns can
formed public **?

Ease of
BusinessIn Indonesia

Doing

Region East Asia &
Pacific

Income Category
Lower middle income

Population
263,991,379

City Covered Jakarta,
Surabaya

DB 2019 Rank
190 1
73

DB 2019 Ease of

doing business score

0 100
67.96

% Ibid
%2 Sumber data Ibid.
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DB 2019 Ease of Doing Business Score

100

80. 60: Malaysia (Rank: 15)

73. 64: China (Rank: 46)

67. 96: Indonesia (Rank: 73)

63. 41: Regional Average (East Asia & Pacific)
- Philippines (Rank: 124)

57.

Note: The ease of doing business score captures the gap of each economy
from the best regulatory performance observed on each of the indicators
across all economi ss sample since 2005. An
economy’s ease of doing business score is reflected on a scale from 0 to
100, where 0 0 represents the best
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Menurut Thomas Limbong (Kepala BKPM), apabila reformasi
birokrasi yang identik dengan investasi tidak kunjung dibenahi, maka
pengaruhnya bisa sampai kepertumbuhan ekonomi, padahal Peranan dari
investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri mencapai 32
persen.

Pemerintah saat_inisstele enyia trategi untuk mencapai target

itu, langkahnya ya 1g a business) dengan cara
mengurangi perizina e yaitu online single
submission Pemerintah tentang
Pelayana ronik. Walaupun
terkesan terouruburidan tidak tekko , Sehingga terjadi tumpang antara

dengan cara OMNIBUS LAW>*. Omnibus Law satu aturan perundang-
undangan yang bisa mengamdemen perundang-undangan lainnya. Misalnya,
dengan cara membentuk Undang-undang Badan Usaha, yang didalamnya
meliputi Perusahaan Perorarangan, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan

Komanditer, Perseroan Terbatas, BUMN, BUMDaerah/Desa, koperasi.

% Definisi omnibus law dimulai dari kata omnibus. Kata omnibus berasal dari bahasa latin dan
berarti untuk semuanya. Didalam Black Law Dictionary Ninth Edition Brya A Garner disebutakan
omnibus : relating to or dealing with numerous object or item at once: including many thing or
having various purposes. Artnya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item
sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng denga kata Law
yang mana dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Lihat Firman Freaddy Busroh,
Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Regulasi Pertanahan, STIHPADA,
Palembang.
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Menjadikan UUPA sebagai Payung hukum bagi peraturan —peraturan
pertanahan lainnya. Menempatkan Omnibus Law sebagai salah satu azas
sumber hukum dalam UU No, 12 Th 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Investasi sangat erat kaitannya dengan tanah karena tanah merupakan

tempat dimana investa

lain-lain. _J ngan
Mr-%é

5| mempunyai hubung? ang ‘sangat erat dengan
&~
idp’i : sing, diberikan hak

pertambangan, perkebunan,

pabrik-pabrik da um-hukum lain seperti

waktu paling lama 20 tahun, total jangka waktunya 50 tahun.

Hak Guna Usaha diberikan kepada investor untuk jangka waktu 25
tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 25 tahun. Total jangka
waktu 50 tahun.

Jangka waktunya berlakunya hak pakai adalah 25 tahun dan dapat
diperpanjang paling lama 20 tahun. Jadi total jangka waktu penggunaan hak
pakai adalah 45 tahun.

Namun dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007tentang Penanaman Modal telah ditentukan jangka waktu penggunaan
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hakatas tanah yang dapat digunakan investor, seperti HGU, HGB dan Hak
Pakai Hak Guna Usaha (HGU) dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun,
dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60
tahun dan dapat diperbaharui 35 tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) dapat

diberikan dengan jumlah 80 tahun, dengan cara dapat diberikan dan

diperpanjang di muk ahun dan dapat diperbaharui

selama 30 tahun. Hak Pakai diberi

an_dengan jumlah 70 tahun,
dengan cara da

tahun dan da

a undgqnda 0 sa&a ,
telah dibatalkan ol%hka ‘ AStitusi d§n alasan Pasal 22 ayat (1)

peneliti bahas kemudian.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, semuanya berbalik seratus delapan
puluh derajat, menjadi Undang-Undang Agraria Nasional sesuai dengan
ideologi masa itu yang bersifat revolusioner-semangat membebaskan negeri
ini dari penjajahan. Politik pertanahan nasional kita termasuk dalam Pasal 33
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala sumber alam yang ada
yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk bumi, air, udara dan
segala yang terkandung didalamnya, dikuasai negara untuk kepentingan yang

sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
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Asas Nasionalitas dalam UPA, diatur dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) UUPA, yaitu :
(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh
rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam

yang terkandungmeida : am_ wilayah Republik Indonesia,

Rakya esie ' agai Ini
menunjukan ANa ' sa| sifat
komunalistik. Artinya semu dda dalam wilayah Negara Republik
Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai
bangsa Indonesia. Tanah yang ada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
menjadi hak bagi bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari
para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-
pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau
yang bersangkutan saja. *°

Dalam sejarah pembentukan UUPA, Secara idiologis UUPA

merupakan pencerminan tekad dan kemauan bangsa yang sepenuhnya ingin

%Urip Santoso, Hukum Agraria kajian komprehensif, Kencana Pranada Media Group, Jakara,
2012, him. 54.
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melepaskan belenggu penindasan, anti penjajahan dalam segala bentuknya
serta anti penanaman modal asing®lihat jawaban pemerintahan atas pandangan
umum anggota DPR-GR 14-9-1960 yang menyatakan bahwa rancangan
undang-undangselain akan menumbangkan puncak kemewahan modal asing

yang telah berabad-abad memeras kekayaan dan tenaga bangsa Indonesia,

hendaknya akan mengakhikisg engketa tanah antara rakyat dan

kaum pengusaha asing den aratnyz
peng R0 ﬁmt@p .
aparat-aparat pemerin gan rak iri

erikut:

perusahaan asing itu |t gpentingan Negara Indonesia, sebagai
komponen tambahan dari pembangunan ekonomi Indonesia dan apabila
dihubungkan dengan Pasal 55 UUPA,maka kepentingan WNI adalah segala-
galanya, dari segi ekonomi, sosial juga politis. *

Lebih lanjut Bernhard Limbong, mengatakan bahwa pada rezim Orde

Lama, politik pertanahan sebagai penjabaran dari Pasal 33 UUD 1945: “Bumi

dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara

%®Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, cet -1,Konstitusi Pers (konpress), Jakarta,2013, him.
174,

¥'Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,
Djambatan, Jakarta 1980, him. 57.

%Jum Anggriani, “Peranan asas nasionalitas dalam perundang-undangan agraria Indonesia
(studi kasus PP no. 40 tahun 1996, jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012).
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dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini
sebenarnya mau mengemukakan dua hal pokok yakni:pertama, negara ikut
campur dalam mengatur sumber daya alam sebagai alat produksi; dan kedua,
pengaturan yang dilakukan negara ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat. Kedua hal pokok ini saling terkait sehingga tataran penerapannya tidak

boleh mengabaikan sa

Kaitannya dengan penana a dalam hal penanaman

“Internationalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar didalam
buminya nasionalisme, nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau
tidak hidup dalam tamannya internationalism. Jadi, dua hal ini, saudara-

saudara, prinsip 1 dan 2 adalah bergandengan erat satu sama lain «**

Penanaman modal asing memerlukan politik hukum agraria yang dapat
memberikan kenyamanan untuk mereka, artinya diperlukan regulasi aturan-
aturan agar lebih longgar, tetapi tetap harus berkarakter, sehingga bangsa
Indonesia tidak menderita lagi seperti di jaman penjajahan kolonial Belanda.

Inkonsitensi kebijakan pertanahan yang selama ini terjadi dapat

menimbulkan banyak permasalahan, tercatat oleh Konsorsium Pembaruan

%http://wwwhkaskus. co. id, diunduh tanggal 17 Agustus 2017.
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Agraria (KPA) terjadi 659 konflik agraria sepanjang tahun 2017, dengan
luasan mencapai 520. 491,87 ha. Konflik yang terjadi naik 50 persen
dibanding tahu 2016. Jika dirata-rata hampir dua konflik agraia terjadi dalam
satu hari *.

Inkonsistensi  kebijakan  pertanahahan  dapat  mengakibatkan

disharmonisasi huku pastian hukum yang dapat
gkan politik hukum

kiblat kepada pasal

atau teori jalan tengah, yang dikembangkan oleh Sornarajah yaitu berupaya
mendamaikan adanya polinisasi dua teori yang saling bersilang, yaitu teori
klasik yang berpendapat bahwa seumua penanaman modal asing baik sifatnya
dan teori yang kedua yaitu teori ketergantungan yang beranggapan bahwa
semua pertanahan modal asing bersifat membahayakan.

Banyak Negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain
“mengatur penapisan dalam peizinan dan pemberian insentif melalui

kebijakan investasi, menurut tori ini investasi asing memiliki aspek positif dan

“nttps://nasional. kompas. com/read/2017/12/27/14592061/659-konflik. Diunduh, 28 Okt. 2018,
diunduh pkl 08. 00 WIB.
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negative terhadap host country,karena itu host country harus hati-hati dan
bijaksana. Hati-hati dan bijaksana itu dapat dilakukan dengan kebijakan
regulasi yang adil.

“While pointing out of the benefit brought in by foreign Investment,
the study also identified the deleterious effects of roreign investment
for the first time, serious effect were madeto identify the precise types
of act|V|ty of multmatlon corpoatlons which could harm the host

aciedsthe hosteeuntkies to take regularity measure to

ridor Pancasila, seperti

edelapan, keharusan

) masyar@. Ini “merupakan doktrin

Y% keharusan mewujudkan
o&okrasi ;

dupan bermasyarakat.

konomi ini, menjadi

atan Rakyat Indonesia telah
menetapkan tentang arah politik ekonomi Indonesia, dengan ditetapkannya
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yaitu Nomor
XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi,
dalam pasal 1 dikatakan
“Politik Ekonomi dalam ketetapan ini mencakup kebijaksanaan strategi
dan pelaksanaan pembangungan ekonomi nasional sebagai perwujudan
dari  prinsip-prinsip  dasar ekonomi  yang  mengutamakan

kepentinganRakyat banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

* Sornarajah, The International Law on Foreign Direct Investment, second edition, published by
the press syndicate of the university of Cambridge, page 60-61
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Dalam pelaksanaannya Demokrasi ekonomi tidak boleh adanya
concentration of ownership and mastery (penumpukan kekuasaan dan
pemilikan) pada seseorang atau kelompok atau perusahaan yang tidak sesuai
dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Para pelaku ekonomiyang masih

lemah harus diberikan akses kepada sumber dana dan dibantu untuk mendapat

akses untuk mendapatkan

pemasaran produksinya. Koperasi i soko guru ekonomi nasional harus
~ .
mendapat dukungan ?Mg SE @ esi keberpihakan pemerintah

per~aaya

dan akses kepasar untuk

sebenarnya merupakan landasan moral terhadap buku yang dianggap sebagai

tanggal kelahiran ilmu ekonomi itu sebagai “bebas nilai”(value free) mengikuti
pandangan sosiolog Max Weber. Walaupun begitu, belakangan telah
berkembang teori etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga
sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ilmu ekonomi dan

perilaku bisnis itu bebas nilai, bahkan sarat nilai. Lebih lanjut telah
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berkembang pula konsep good corporate governance, budaya perusahaan atau
teori lingkunganyang menjadikan ilmu ekonomi ini sarat nilai (value laden). *?

Dengan menawarkan konsep hukum ekonomi kerakyatan atau
Kekeluargaan yang dalam hal ini terkandung etika bisnis. Mitosseperti tersebut

harus diubah secara mendasar. Dalam konsep ini Kegiatan manusiawi yang

dapat dipandang mora jua gka jang dari konsep ini diharapkan

didalam kehidupa mas araka %FWE suatu pandangan atau menggugah

kesadaran pelaku- pe onomigagar

Mora i adalah ilai-nilai moral yang

keamanan. Lantas bagaimana Pancasila mengatur persoalan ekonomi bangsa?
Secara tegas memang tidak dijelaskan dalam lima sila Pancasila. Namun
dalam sila kelima secara tersirat bahwa dasar pemikiran dari semua bidang
kehidupan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan
dasar ekonomi Pancasila adalah keadilan atau pemerataan ekonomi bagi

segenap anak bangsa.

*’Dawam Rahardjo, Ekonomi Pancasila, Jalan lurus menuju masyarakat adil dan makmur, Aditya
Media Yogyakarta bekerjasama dengan PUSTEP, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004,
him. 139.

*Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi sebagai Panglima, Masmedia
Buana Pustaka, Sidoarjo-Jawa Timur, 2009, him. 113
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Dalam kenyataannya, apakah ekonomi Pancasila itu ada dan eksis di
Indonesia karena yang kita lihat sekarang ini, koperasi yang sering disebut
soko guru ekonomi Pancasila keadaannya “hidup segan mati tak mau”,
sedangkan ekonomi kapitalis semakin subur dan berkembang di Indonesia.
Seperti yang dikatakan Bernhard Limbong bahwa pertanyaan dasar kita adalah

apakah ekonomi Pancasilasitewada?bagaimana.bentuknya? Bukankah yang ada

gaikan %u teoki, atau gambar yang

@ =
menyebutka Ek@Panca ila itu b
dunia. Hal i

asas kekeluargaan dan gotong royong nasional. Kenyataan tersebut di atas

tidak bisa dipakai sebagai sistem pembenaran bagi ekonomi kapitalis.
Ekonomi kapitalis tetap harus ditolak.
EkonomiPancasilaadalahsebuahsistemperekonomianyang  didasarkan
pada lima sila dalam Pancasila. Istilah Ekonomi Pancasila baru muncul pada
tahun1967 dalam suatu artikel Emil Salim ketika itu belum begitu jelas apa
yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada
tahun 1979, Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan “Ekonomi

Pancasila”.


http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian
http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila
http://id.wikipedia.org/wiki/1967
http://id.wikipedia.org/wiki/Emil_Salim
http://id.wikipedia.org/wiki/1979
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Pada esensinya, Ekonomi Pancasila seperti dikutip dari Wikipedia.
com adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami
pergerakan seperti bandul jam dari Kkiri ke kanan, hingga mencapai titik
keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke

kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat.

ekonomi  pasar d inta “ekonomi pasar

endekati pengertian

ﬁg—: ‘ :
isten kapitgne da osiom atau s@ekon I jalan ketiga.

Boe { seba?@nana dikutips#N oebya@emudn dikutip lagi oleh

sektor modern kapitai ik Galam istem ekonomi tradisional yang luas,
Mubyarto yang mendukung Teori Boeke ini menegaskan secara faktual
Indonesia masih menganut sistem dualistk, bahkan segi kejiwaan dan budaya
pun, dianggap oleh orang asing sebagai selalu hidup dalam dua dunia.

Secara historis, sistem Ekonomi Pancasila bukanlah hal yang baru, baik
dilihat dari segi filosofis, konsepsi, maupun implementasi. Bahkan sistem
Ekonomi Pancasila telah dipraktikkan secara nyata dalam kebijakan
pembangunan ekonomi sejak Indonesia merdeka.

Ekonomi Pancasila merupakan hal pokok dari sistem ekonomi

Indonesia yang telah diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945. Suatu sistem


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aturan_pasar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Intervensi_negara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_ekonomi_campuran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_kapitalisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi
http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
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ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam
masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada tersebut antara lain
berkaitandenganprinsip kemanusiaan, nasionalismeekonomi,demokrasiekono
mi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.

Sebagaimana teori ekonomi neo-klasik yang dibangun atas dasar

individualisme dan kebebasan

DM atas dasar nilai-nilai yang
A

P S i
anca W@I angun
' masy *"Indonesia, Yy isa berasal dari nilai-nilai
i e s
@at-isti dat, at?
& _

u nor@orma yang membentuk

diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Seorang pakar senior

Mubyarto yang dikutip oleh Bernhard Limbong mengatakan bahwa terdapat 5
ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila.

Pertama, dalam sistem Ekonomi Pancasila, koperasi merupakan soko
guru perekonomian. Koperasi merupakan salah satu bentuk paling konkret dari
usaha bersama. Dalam Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian
disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bung Hatta menyebut
asas kekeluargaan itu koperasi. Sejak tahun 1980-an komitmen pemerintah

pada koperasi semakin menunjukan titik terangnya, hal ini dapat terlihat dari


http://id.wikipedia.org/wiki/Kemanusiaan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nasionalisme_ekonomi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Demokrasi_ekonomi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Demokrasi_ekonomi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomi_kerakyatan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Neo-klasik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
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terbentuknya menteri khusus, menteri muda urusan koperasi, sebagai usaha

untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Mubyarto menyebut “koperasi itulah soko guru” perekonomian Pancasila.
Kedua, perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan

ekonomi, sosial dan moral. Ekonomi Pancasila merespons makin parahnya

in_banyaknya perilaku ekonomi

(bisnis) yang mengabaikan ni i—mﬁoral, etika dan keagamaan. Hal ini

'
disebabkan karena se N meluasnya p%ivid lisme, monopoli, dan

ekonomi dari dimensi

u dan %em

digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sedangkan dalam ekonomi
Pancasila roda perekonomian digerakkan oleh perpaduan rangsangan-
rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Memang ekonomi selalu terkaitdengan
materi, namun usaha untuk mendapatkan materi tersebut tidak boleh
mengabaikan dimensi sosial dan moralitas manusia. Kebijaksanaan dan
tindakan ekonomi kita akan lain kalu kita hanya mengejar keuntungan
material. Dalam sistem ekonomi kapitalis, indikator penilaiannya hanya satu,
yaitu keuntungan ekonomis. Dengan pengejaran tujuan yang tunggal tersebut,

dimensi sosial dan moralitas terbaikan.
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Mubyarto mencontohkan, kalau dewan komisaris dalam suatu PT
mengadakan rapat, yang dibicarakan adalah untung atau ruginya PT tersebut.
Kalau rugi (tidak untung PT tersebut tidak sehat). Jadi tolok ukurnya adalah
untung dan rugi. Pemegang saham tidak akan menerima laporan, meskipun

perusahaan Kkita rugi secara finansial dan material, namun Kkita sudah

menampung banyak pekerja. Atau sekalip perusahaan rugi namun

sehingga. menjadi pekeja yang

saleh, bermaral [ n. Lé ran‘%ﬂ pasti tidak akan karena

ukuran

perusahaan yang betul-bet ot tinggi karena memang perusahaan
seperti itu pasti tidak ada, Sebab takaran mereka adalah laba atau untung.
Memang ada argumentasi yang menyebutkan bahwa pasar uang dan modal itu
menjurus ke pemerataan. Oleh sebab itu, rakyat sederhana dapat merasakan
dan ikut membeli. Namun itu cuma imbauan karena yang membeli di pasar
uang dan modal adalah yang memiliki uang banyak. Menurut Mubyarto, orang
yang membeli saham adalah orang yang uangnya sudah banyak dan bahkan
punya saham dimana-mana, sehingga masyarakat kecil tidak sanggup

melakukannya.
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Ketiga, egalitarianisme, kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat
Indonesia kearah keadaan kemerataan sosial. Ekonomi kapitalis punya jargon,
“Saya untung, kamu melarat, go to hell”. Padahal ekonomi Pancasila tidak
punya perasaan seperti itu. Ekonomi Pancasila tidak punya semangat untuk

monopoli, mencari keuntungan sendiri, memeras orang lain dan menindas

ekonomi kapitalis

dan miskin, yang

Artinya, nasionalisme me NN ebijaksanaan Ekonomi Indonesia,
sejauh-jauhnya mencari pasar, kalau perlu diluar batas negara. ltulah yang
dilakukan oleh Multi National Corporation (MNC) dimana batas negara bukan
masalah, yang penting adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya. Ekonomi
Pancasila memberikan legitimasi bagi ekonomi nasional, bukan internasional.
Kelima, adalah ekonomi Pancasila terdapat ketegasan mengenai
keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada

desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Artinya ada
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perimbangan yang jelas antara perencanaan pada tingkat nasional dengan
desentralisasi dari rencana-rencana pusat tersebut didaerah-daerah.

Dalam pelaksanaannya, bisa dirinci sebagai berikut:

1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah
negara/pemerintah. Contoh hajat hidup orang banyak yakni seperti
- air, bahan bakar minyak/BBM, pertambangan/hasil bumi, dan lain
sebagainya;

2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga
dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak
mendominasi;

3. Tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem
ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta
hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling
mendukung;

4. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi
dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh
anggota masyarakat;

5. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena

didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia. **

“1bid. , him. 20-22
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Dari uraian tersebut di atas, maka Politik Hukum Pertanahan harus kita
tempatkan kembali dalam koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
sehingga mampu meningkatkan dan menempatkan Investasi Asing dalam
Demokrasi Ekonomi Pancasila. la hidup di taman internasioalisme yang tetap

berjiwa Pancasila.

r rtanahagm\enur i

pertumbuha ekon(@sehing maksi@a pemanfaatan FDI untuk
LY

permasalahan tersebut dan N amgkannya dalam bentuk usulan penelitian
disertasidengan judul “POLITIK HUKUM PERTANAHAN UNTUK
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BERKAITAN
DENGAN DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA(Sebuah Kajian

Tentang Foreign Direct Investment)”
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B. Batasan Masalah
Dalam rancangan penelitian ini penulis perlu mengemukakan beberapa
definisi atas konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang erat hubungannya
dengan judul penelitian dan variabel yang telah ditentukan dalam penelitian

ini, yaitu:

1. Politik hukum adala ga Cy & garis (kebijakan) resmi tentang

terhadap hukum

yang telah, sedang

daya alam tertentu yang termasuk pengertian agrarian. Misal hukum tanah,
hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum atas
penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa;*®

Dalam hal ini memberikan batasan pengertian yang sama pada hukum
agraria dan hukum tanah, tetapi dalam arti yang sempit yaitu hanya
meliputi bidang hukum administrasi Negara.

Hukum agraria dan hukum tanah menjadi bagian hukum Tata Usaha

Negara, yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang

**Moh. Machpud MD. Politik Hukum di Indonesia. Divisi Perguruan Tingggi PT. Raja Grafinda
Persada Jakarta. Cet. ke-6, 2014. him. 1.
*Boedi Harsono, op. cit. , him. 1.
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diadakan akan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-
soal agraria, melakukan tugas mereka itu. 4’

3. Politik Pertanahan vyaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil
kebijaksanaan terkait pemanfaatan, pengaturan dan pengelolaan tanah suatu

Negara. %

N.Den

4. Investasi berdasarka

Peneliti membatasi, hanya kepada FDI (Foreign Direct Investment)

tidak membahas lebih mendalam tentang FII ( Foreign Indorect
Investment).

5. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;™

*'E Utrecht dalam Boedi Harsono, Hukum Agraria, Djambatan 1994 , him. 13

“®Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2014, him. 34

**pandji Anoraga dalam H. Salim dan Budi Sutrisno, op. cit. , him. 38

*%Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN No. 67
Tahun 2007, TLN No. 4724, ps. 1 angka 1.
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6. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam
negeri;>*

7. Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan

an nasional yang

9. Ekonomi Pancasila bercirikan®*.

Pertama, Ekonomi Pancasila pada dasarnya adalah ekonomi pasar,
tetapi dalam prakteknya membutuhkan unsur pengendalian oleh Negara dan
perencanaan, walaupun perencanaan yang terdesentralisasi

Kedua, Ekonomi Pancasila mengikuti nilai keserasian, keselarasan

dan kesimbangan hidup dan menjauhkan diri dari segala bentuk ekstrimitas.

*!1bid. , ps. 1 angka 2.

*2|hid. , ps. 1 angka 3.

>*http://seputarpengertian. blogspot. co. id/2015/11/pengertian-sistem-demokrasi-ekonomi. html. ,
diakses tanggal 24 Agustus 2016.

M. Dawam Rahardjo, Ekonomi Pancasila, jalan lurus menuju masyarakat adil dan
makmur,Aditya media Yogyakarta bekerjasama dengan PUSTEP, Universitas Gajah Mada
Yogyakarta, 2004, him 141-142.
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Keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang dimaksud mencakup
hubungan antara hidup masyarakat, manusia alam, manusia penciptanya
dan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat lainnuya. Pokoknya
mencakup keseimbangan hubungan vertical dan horizontal.

Ketiga, Ekonomi Pancasila dalam konteks Indonesia mengandung

isa_berarti demokrasi, bisa pula

. nilai kemanusiaan

usaha tidak berhasil, maka hal itu diterima sebagai takdir llahi yang harus
diterima secara ikhlas.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi pancasila
menekankan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang
berorientasi kerakyatan (publik secara keseluruhan), dengan bersendikan
nilai etis ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Soko guru perekonomian untuk merealisasikan sistem ekonomi Pancasila

itu adalah prinsip”gotong royong” (Kooperasi). >

% |bid.
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C. Perumusan Masalah
Berdasarkan kondisi yang telah penulis kemukakan pada latar belakang
tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Mengapa Politik Hukum pertanahan belum mendukung pemanfaatan

Foreign Direct Investment(FDI) dalam sistem Demokrasi Ekonomi

Pancasila?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang diharapkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan
adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Umum
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk dapat memperkaya
khazanah ilmu hukum, khususnya dalam kajian kebijakan yang berubah-
ubah serta mendorong arah kebijakan politik hukum agraria nasional yang
mampu menarik investasi asing sebanyak-banyaknya dan dapat membentuk
serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui mengenai Politik Hukum pertanahan yang belum

mendukung upaya peningkatan modal asing;
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b. Untuk mengetahuimengenai mengembangkan politik hukum pertanahan

untuk meningkatkan FDI dalam perspektif demokrasi ekonomi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan_hasi
memberi sumbangan pemi 'rmmﬁapat memberikan kontribusi kepada
eksekutif, egislaﬁ@ﬁf i uw%m danipara praktisi hukum.

it nenempatkan Politik

N waktun tuk
Demokrasis, Ekong

imlapat menjadi bahan kajian dan

Huku i yang telah
diamanatkan o?_ Pasal 383 dang-Un Dasar Negara Republik
Indonesia®{I'ahun teraan dan keadilan
rakyat di atas se ajahan” di bidang ekonomi
oleh perusahaan-p boleh dibiarkan. Apabila itu

terjadi, maka kekhawatiran akan terjadinya “Negara Yang Gagal” (failed
state) tidak mustahil akan menimpa Indonesia. Pemikiran tersebut dapat
menjadi bahan rekomendasi dalam rangka perubahan atau penyempurnaan
UUPA pada umumnya dan peraturan perundang-undangan terkait dibidang

reformasi pertanahan.

2. Manfaat Praktis
Dibangunnya model Politik Hukum Agraria yang berjiwa

Demokrasi EkonomiKerakyatan. Diharapkan dapat membentuk dan
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mengarahkan arus globalisasi ekonomi yang sekarang sedang melanda
seluruh dunia termasuk Indonesia sebesar-besarnnya untuk kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat Indonesia secara berkeseimbangan dengan
keuntungan para penanam modal asing. Dengan demikian dapat

mendorong arah kebijakan politik hukum agraria nasional yang mampu

menarik investasi asingesebanya nya dan dapat membentuk serta

memanfaatkannya untuk kesej rakyat Indonesia.
W 16 @é 4
3
% é
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